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Abstrak: Perdagangan ilegal gading gajah di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, masih berlangsung meskipun 

gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) berstatus satwa dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh faktor ekonomi, sosial-budaya, dan akses informasi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat 

terkait perdagangan ilegal gading gajah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-korelasional 

dengan rancangan cross-sectional survey terhadap 120 responden yang dipilih melalui stratified random 

sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis dengan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tergolong rendah (skor komposit = 

35), ditandai oleh keterbatasan pemahaman terhadap status perlindungan gajah dan sanksi hukum perdagangan 

gading. Faktor ekonomi, sosial-budaya, dan akses informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran 

hukum (p < 0,05), dengan akses informasi sebagai prediktor paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa 

pengendalian perdagangan ilegal gading gajah memerlukan pendekatan konservasi terpadu yang 

mengombinasikan edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan konteks sosial-budaya lokal. 

Kata kunci: perdagangan illegal; gading gajah; kesadaran hukum; faktor sosial ekonomi; konservasi 

Abstract: Illegal ivory trade persists in Sawang Subdistrict, North Aceh, despite the legal protection of the 

sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus). This study analyzes the influence of economic, socio-cultural, 

and information access factors on community legal awareness regarding illegal ivory trade. A quantitative 

descriptive–correlational approach was applied using a cross-sectional survey of 120 respondents selected through 

stratified random sampling. Data were collected using structured questionnaires and analyzed with multiple linear 

regression. The results indicate that community legal awareness remains low (composite score = 35), reflected by 

limited understanding of elephant protection status and legal sanctions for ivory trade. Economic factors, socio-

cultural conditions, and access to information significantly affected legal awareness (p < 0.05), with information 

access emerging as the strongest predictor. These findings highlight the need for integrated conservation strategies 

that combine legal education, economic empowerment, and locally grounded socio-cultural approaches to 

effectively address illegal ivory trade. 
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Pendahuluan 

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) 

merupakan subspesies gajah asia yang 

diklasifikasikan sebagai Critically Endangered 

oleh IUCN, dengan populasi yang terus menurun 

(Abdullah et al., 2024; Ningrum & Santosa, 

2022). Penurunan populasi akibat fragmentasi 

habitat, konflik manusia–satwa liar, dan 

perdagangan gading ilegal (Mpala et al., 2024; 

Premlata et al., 2024; Silvia et al., 2025). 

Perdagangan gading gajah menjadi salah satu 

ancaman utama terhadap keberlangsungan 

populasi gajah karena secara langsung 

mendorong perburuan dan eksploitasi individu 

jantan produktif. 
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Secara normatif, gajah sumatera telah 

dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya serta komitmen 

internasional melalui CITES Appendix I yang 

melarang seluruh bentuk perdagangan gading 

sejak 1989 (Hasanah et al., 2024). Namun, 

efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat 

bergantung pada implementasi di tingkat lokal, 

termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat 

yang hidup berdampingan dengan habitat gajah 

(Juwika et al., 2025). 

Kecamatan Sawang, Aceh Utara, 

merupakan salah satu wilayah yang berfungsi 

sebagai koridor perlintasan gajah sumatera dan 

sekaligus menjadi lokasi dengan tingkat konflik 

manusia–gajah yang relatif tinggi (Daniswara & 

Budirahayu, 2025; Figel et al., 2021). Dalam 

beberapa tahun terakhir, kasus kematian gajah 

akibat jerat dan pengambilan gading masih 

dilaporkan, sementara penindakan hukum 

terhadap perdagangan gading di tingkat lokal 

belum menunjukkan hasil yang signifikan 

(Shepherd et al., 2020; Sherman et al., 2022). 

Kondisi ini mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di 

lapangan (Quartuch et al., 2025; Sanborn & Jung, 

2021). 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam perdagangan 

satwa liar sering kali dipengaruhi oleh tekanan 

ekonomi, dinamika sosial-budaya, serta 

keterbatasan akses terhadap informasi dan 

edukasi hukum (Figel et al., 2021; Wijatmoko et 

al., 2023). Namun, kajian empiris yang 

menganalisis secara simultan faktor-faktor 

tersebut dalam kaitannya dengan kesadaran 

hukum masyarakat di wilayah konflik manusia–

gajah masih terbatas (Trinata et al., 2025) 

(Abdrasulov et al., 2023).  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

menganalisis pengaruh faktor ekonomi, sosial-

budaya, dan akses informasi terhadap tingkat 

kesadaran hukum masyarakat terkait 

perdagangan ilegal gading gajah di Kecamatan 

Sawang, Aceh Utara. 

Lokasi dan Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif-korelasional dengan 

rancangan cross-sectional survey. Penelitian 

dilaksanakan di Kecamatan Sawang, Kabupaten 

Aceh Utara, yang dipilih secara purposif karena 

merupakan wilayah dengan intensitas konflik 

manusia–gajah dan kasus kematian gajah relatif 

tinggi (Gambar 1). 

Populasi penelitian mencakup 

masyarakat dewasa (≥17 tahun) yang tinggal di 

desa-desa sekitar jalur perlintasan gajah, dengan 

jumlah populasi sekitar 4.200 jiwa. Sampel 

sebanyak 120 responden ditentukan untuk 

memastikan keterwakilan populasi dan 

kelayakan analisis regresi linier berganda. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 

stratified random sampling berdasarkan jarak 

tempat tinggal dari area perlintasan gajah (<2 

km, 2–5 km, dan >5 km). 

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

Variabel independen dalam penelitian 

ini meliputi faktor ekonomi, sosial-budaya, dan 

akses informasi, sedangkan variabel dependen 

adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat 

terhadap perdagangan ilegal gading gajah. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

(Cronbach’s Alpha ≥ 0,7). Analisis data 

dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan 

regresi linier berganda setelah memenuhi uji 

asumsi klasik. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Penelitian ini melibatkan 120 responden 

di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Karakteristik 

demografi menunjukkan bahwa mayoritas 

responden berusia 36–45 tahun (43,3%), 

berpendidikan SMP (38,3%), dan bekerja 

sebagai petani (40,8%). Sebanyak 82,5% 

responden pernah mengalami konflik dengan 
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gajah, dan 54,2% tinggal lebih dari 5 km dari area 

lintasan gajah. 

Tingkat kesadaran hukum masyarakat 

tergolong rendah, ditunjukkan oleh terbatasnya 

pemahaman responden terhadap status 

perlindungan hukum gajah dan sanksi 

perdagangan gading. Hanya 46,2% responden 

yang mengetahui bahwa gajah sumatera 

dilindungi hukum, dan hanya 12,3% yang 

memahami sanksi pidana bagi pelaku 

perdagangan gading. Selain itu, 48,5% 

responden mengetahui saluran pelaporan kasus, 

sedangkan 21,6% menyatakan tidak tahu ke 

mana harus melapor (Gambar 2). 

Faktor pendorong keterlibatan dalam 

perdagangan ilegal gading dianalisis melalui tiga 

dimensi. Pertama, faktor ekonomi: 87,5% 

responden setuju atau sangat setuju bahwa 

tekanan ekonomi mendorong pencarian 

pendapatan alternatif, termasuk dari gading 

gajah; 87,5% juga merasa berhak atas “ganti 

rugi” jika tanaman mereka dirusak gajah 

(Gambar 2). Kedua, faktor sosial-budaya: 100% 

responden menyatakan bahwa melindungi gajah 

penting bagi kelestarian alam Aceh, dan 80% 

bersedia melaporkan aktivitas ilegal. Namun, 

59,2% responden lebih memperhatikan 

sosialisasi jika disampaikan oleh tokoh agama 

atau adat (Gambar 3). Ketiga, akses informasi: 

media sosial menjadi sumber utama informasi 

(57,7%), sementara hanya 24,2% responden 

pernah mengikuti sosialisasi resmi dari 

pemerintah. 

Hasil Analisis menunjukkan bahwa 

ketiga faktor pendorong berpengaruh signifikan 

terhadap rendahnya tingkat kesadaran hukum (p 

< 0,05). Skor komposit kesadaran hukum rata-

rata sebesar 35 (kategori rendah), dengan 

kontribusi terbesar berasal dari faktor ekonomi 

(skor 40), diikuti sosial-budaya (37), dan akses 

informasi (21). 

Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat kesadaran hukum masyarakat di 

Kecamatan Sawang terhadap larangan 

perdagangan ilegal gading gajah masih sangat 

rendah. Hanya 46,2% responden yang 

mengetahui bahwa gajah sumatera dilindungi 

oleh hukum nasional, sementara hanya 12,3% 

yang memahami sanksi pidana bagi pelaku 

perdagangan gading (Gambar 22). Skor komposit 

kesadaran hukum rata-rata sebesar 35, termasuk 

kategori rendah. Temuan ini melaporkan bahwa 

kurang dari 30% masyarakat Aceh memahami 

status perlindungan hukum satwa liar. 

Rendahnya literasi hukum ini mencerminkan 

kegagalan sistem edukasi lingkungan yang 

selama ini bersifat top-down dan tidak 

kontekstual (Kegamba et al., 2024). 

 
Gambar 2. Persepsi terhadap kesadaran hukum 

dalam perdagangan illegal Gading Gajah. 

(Keterangan: Y1A4 = Persepsi pentingnya hukum; 

Y1A3 = Sikap terhadap pelanggaran hukum; Y1A2 = 

Pemahaman sanksi hukum; Y1A1 = Pengetahuan 

status perlindungan gajah). 

Salah satu akar masalah utama adalah 

faktor ekonomi, yang menunjukkan skor 

pendorong dan pengaruh signifikan terhadap 

rendahnya kesadaran hukum. Sebanyak 87,5% 

responden menyatakan bahwa tekanan ekonomi 

mendorong pencarian pendapatan alternatif, 

termasuk dari gading gajah (Gambar 3).  

 
Gambar 3. Persepsi faktor Ekonomi Terhadap 

perdagangan Gading Gajah secara illegal. 

(Keterangan: X1A5 = Persepsi nilai ekonomi gading, 

X1A4 = Peluang keuntungan dari gading; X1A3 = 

Keterbatasan pekerjaan alternatif; X1A1 = Tekanan 

kebutuhan ekonomi; X1A2 = Dampak kerugian 

ekonomi akibat konflik gajah). 

Lebih dari separuh responden (50%) 

juga merasa berhak atas “ganti rugi”. Persepsi 

tersebut mencerminkan tekanan ekonomi yang 

mendorong rasionalisasi pemanfaatan gading, 

terutama pada masyarakat yang bergantung pada 

sektor pertanian dan rentan terhadap konflik 
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manusia–gajah (Suresh et al., 2024). Fenomena 

ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural 

(>30% di pedesaan Aceh Utara) menjadi 

pendorong utama keterlibatan masyarakat dalam 

perdagangan ilegal, bukan semata-mata niat 

kriminal (Li et al., 2022). Hal ini bahwa insentif 

ekonomi menjadi prediktor dominan dalam 

keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah 

dalam perdagangan satwa liar (Sherchan et al., 

2022). 
Faktor sosial-budaya turut memperkuat 

normalisasi praktik ilegal. Meskipun 99,7% 

responden setuju bahwa melindungi gajah 

penting bagi kelestarian alam Aceh, seperti yang 

ditujukan pada Gambar 2, dan 80% bersedia 

melaporkan jerat atau perdagangan gading, 

namun 59,2% responden lebih memperhatikan 

sosialisasi jika disampaikan oleh tokoh agama 

atau adat. Ini menunjukkan adanya fragmentasi 

otoritas informasi: masyarakat lebih percaya 

pada tokoh lokal daripada aparat pemerintah. 

Minimnya keterlibatan ulama dan 

keujruen dalam program edukasi resmi 

menyebabkan pesan konservasi tidak terserap 

secara efektif. Seperti di Aceh Selatan, integrasi 

fatwa ulama tentang larangan merusak makhluk 

ciptaan Allah berhasil meningkatkan pelaporan 

jerat hingga 3,2 kali lipat. Temuan ini 

mendukung teori procedural justice (Tyler, 

2006) yang menekankan bahwa kepatuhan 

hukum tumbuh bukan dari ancaman, tetapi dari 

persepsi keadilan dan legitimasi norma (Steele & 

Teshima, 2025). 

Minimnya akses informasi resmi salah 

satu yang paling mengkhawatirkan. Hanya 

24,2% responden pernah mengikuti sosialisasi 

larangan perdagangan gading (Gambar 2), 

sementara 57,7% mengakses informasi melalui 

media sosial saluran yang rentan disalahgunakan 

untuk menyamarkan transaksi ilegal sebagai 

“kerajinan hias” atau “barang antik”.  

Rendahnya partisipasi dalam 

penyuluhan pemerintah (5,8%) mencerminkan 

ketidaksesuaian strategi komunikasi dengan 

realitas sosial masyarakat pedesaan. Media 

sosial, meski efektif menjangkau generasi muda, 

belum mampu menggantikan peran tatap muka 

yang dibutuhkan untuk membangun pemahaman 

hukum yang mendalam(Samala et al., 2024). 

Penegakan hukum yang efektif harus berbasis 

pada social compliance dan ecological justice, 

bukan hanya represi (Espejo & Skaric, 2025). 

Temuan ini juga mengungkap paradoks: 

masyarakat memiliki sikap positif terhadap 

konservasi (Gambar 4), tetapi perilaku ilegal 

tetap terjadi karena kesenjangan antara nilai dan 

realitas struktural. Ketika negara absen dalam 

menyediakan alternatif ekonomi, perlindungan 

hukum, dan edukasi partisipatif, masyarakat 

terpaksa mengandalkan logika subsistensi di 

mana gading dianggap sebagai “asuransi 

ekonomi darurat” (Joseph Hewitt et al., 2017). 

Sehingga memiliki anggapan yang tepat yaitu 

perdagangan ilegal bukanlah pelanggaran moral, 

melainkan respons adaptif terhadap 

ketidakadilan sosial-ekologis (Oyanedel et al., 

2024). 

Kondisi ini berimplikasi pada 

meningkatnya risiko eksploitasi gajah sumatera, 

sehingga pendekatan konservasi perlu 

difokuskan pada penguatan kesadaran hukum 

yang disertai dengan mitigasi konflik dan 

alternatif mata pencaharian berkelanjutan 

 
Gambar 4. Persepsi terhadap sosial-budaya aspek 

perdagangan Gading Gajah secara illegal. 

(Keterangan: X2A4 = Pengaruh tokoh 

masyarakat/adat; X2A3 = Norma sosial terhadap 

pemanfaatan gading; X2A2 = Persepsi kolektif 

masyarakat; X2A1 = Sikap terhadap perlindungan 

gajah). 

Kesimpulan 

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 

perdagangan ilegal gading gajah di Kecamatan 

Sawang tergolong rendah dan dipengaruhi secara 

signifikan oleh faktor ekonomi, sosial-budaya, 

dan keterbatasan akses informasi. Temuan ini 

menunjukkan bahwa upaya konservasi gajah 

sumatera memerlukan pendekatan terpadu yang 

tidak hanya menekankan penegakan hukum, 

tetapi juga penguatan edukasi dan konteks sosial 

masyarakat lokal. 

Ucapan terima kasih 

Ungkapan terima kasih tak terhingga ditujukan 

kepada masyarakat Kecamatan Sawang yang 
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dengan kerelaan hati bersedia menjadi 

responden, berbagi pengalaman, serta membuka 

akses terhadap realitas sosial-ekologis di wilayah 

tersebut. 
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